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PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Menimbang

Mengingat

DAN BANGUNAN (BPHTB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69

1.

Tahun 2012 telah diatur Petunjuk Pelaksanaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, daya guna
dan hasil guna pemungutan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu mengubah kembali
Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dengan Peraturan Walikota Cirebon,;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata

Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan
dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2012 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 39);

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun
2012 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Cirebon Nomor 30 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cirebon
Nomor 69 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 3069);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 69) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 69 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 3069) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) PPAT di wilayah kerja Kota harus membuat 1 (satu) buku daftar untuk
semua akta yang dibuatnya.

(2) Buku daftar akta PPAT sebagaimana pada ayat (1) diisi setiap hari
kerja PPAT dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan garis tinta yang
diparaf oleh PPAT yang bersangkutan.

(3) PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang diambil
dari buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) PPAT yang menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan
bangunan tanpa terlebih dahulu dilengkapi dengan bukti pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh
juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(5) PPAT di wilayah kerja Kota yang tidak melaporkan pembuatan akta
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sebesar
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
laporan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan
ayat (5) ditagih dengan Surat Tagihan Denda (STD) dan hasilnya
merupakan penerimaan Pemerintah Kota yang dibayarkan melalui Tempat
Pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran
Penerimaan Daerah Bukan Pajak (SSPDBP).

3. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 30
Tahun 2013 dalam Pasal I diubah, sehingga berbunyi :

(1) Dinas melakukan penelitian SSPD atas SSPD yang sudah tertera Nomor
Transaksi Penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan oleh Bank
Tempat Pembayaran yang ditandatangani oleh PPAT/Pejabat lelang atau
Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pejabat Kantor
Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan
bangunan, disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk
keperluan Penelitian SSPD.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juli 2013

WALIKOTA CIREBON,
ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Juli 2013

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,

ARMAN SURAHMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 44



